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ABSTRARK

Pencemaran nama badk merupakan kasus yang sengmtloh penting dan serbus pada sam sckarang. Salah sio senma untuk
sncemarkan muma baik sescorang atsu instanst adodal media eledtronik ataw pun intemnet. Undang-undang Mo L Tahun 2044
vang Informasi dan Transaksi Llekirenik, pada Pasal 27 ayat 3 berisi mengenai materi muslan tentang pencemanan nama bidk,
nyr sehelummyn pencentaran nama baik atavpon pengghinaan sudah teedapat di dalam Kitab Undang-L ndang Hukum Pidano.
lam Undang-undang Informast don Tremsaksi Elckironik tersebut discbutkan pencemaran nama baik dilakukan melalui mediz
emet. Permasalghan dalom tolisan ini adalsh : periama, bogaimanakab konstrobsi hubum pencemaran nama bkl menurme
izh Undang-undang Hukem Pidana dan Undong-undang Informasi dan Transaksi Elektronibk. Eedua, E.rtleria apakah vang
akai olel pembust undang-undang entuk menetapkan suaty perbuatan sepagni pelampmran defik pencemaran nama btk
am Undang-undang Infarmast dan Transaksi Elektronik, Ketign, Bagaimana pergatuean poramusan peacemaran tisne baik
am Pasal 27 ayet 3 Undang-undang Informasi dan Teansaksi Elektronik ditinjau dari sepi politk hudum pidana. Metode
relitian vang digunaken adalah hukum normatif yaitu peoelitian hukum yang dikensepkan selbagai apa yang tertufis dalam
aturan perundang-undangzn, Dasi hasil penelitian memperlibidkan hahwa sa) Pasal 310 dan 311 kitab undang-undang hukum
s korbis pencemaran nama baik yang ditwju hanya seseorang atau individu, sedangkan dalam Pasal 27 ayat 3 undang-
tang infocmasi dan transasksi elektronik korhar pencemarzn nama baik yang ditju tidak hanya individo melainkan jugn bisdan
cum yang berbadan helum. k) kritera vang dipakai oleh pemberat Undang-armelanig laformasi dan trareasksi elektronik dafam
nentukan sun pertiacan sebagai pelanggaran delik pencemaran nama balk pada dasamya samn dengan yang ada pada Pasol
1 dan 311 Kitab Undang-Undang Hkum Pidana kecuali terhadap Pasal 310 ayas 2 tidak dapeat diterapkan dalam duniis mayi,
ka wang dipakai unnek im adalzh Undang-undang Informasi dan Trmsasksi Elekweonik o) di injau dan segi pelitik hukum
lana penceniaran nama baik di dalam Pasal 27 ayat 3 undang-undang Informasi dan Transasksi Elekizonik konteks pencerniri
na baik atau penghinoan jelas makin repeesif, hal ini terbukti dengan banyaknya kontre yang terjadi dalam permaslihan ol
iinggn tujuan wema dart pelitik hokum pidana it sendin belum tercapi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A_ Latar Belakang

Pemberlukuan pasal fitnah, penghinsan dan pencemearan nama baik dengan
lisan atan tulisan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau EUHP, sering
disorot tajam oleh para praktisi hukwm dan praktisi jurnalistik. Ataran i, dinila
banvak menghambat kebebasan berekspresi dan menvampaikan pendapat di
masyarakat, terlebib lapi dianggap dapat menghambat kerja khususnva bag
wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik,’,

Penerapan aturan ilu juga dinilai berentangan dengan konstitust negasa.
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Setiap orang berhak
ats kebebasan mevakini kepercavaan, menvatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya. Dalam Paszal vanp sama, kootitusi negara menjamin
kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh informasi
serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran vang tersedia,

Menarik unmk dicermati tentang kasus pencemaran nama batk, mengenam
Pasal 310 dan 311 Kitsb Undang-undang Hukum Pidana  atan KUHP, yang
dikaitkan dengan pasal 27 UU Noo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Trunsaksi Elektronik ataw [TE. Telah banvak kasus lentang penerspan toduhan

pencemaran nama baik, namun dari sekian banyak itu belum satupun vang sccara

! G, ari juliano. 2009 Feedom of speech DT ITE ¢ don 't be e pex vicom | Jakarta:
Ciramnedia Postaks 1tama. Him 42



tepas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “pencemaran nama baik’®, serta
tata cara penghitungan kemgian yang diakibatkan oleh “lercemamya nama baik’.
Salah satu contoh kasus vang terjadi vang terkait dengan pencemaran
nama baik adalab kasus Prita Mulvasan, Kasus ini membanpkitkan solidariias
puluban riby penppuna facebook serta banyak lagl blogeer dan netter. Mereka
membuat petisi supaya Prita Mulyasan dibebasgkan, Pengalaman buruk ini berawal
darl pesting curhal Prta di suatu milis tentang buruknya layanan RS Omm
International Tangerang. Siapa sangka tbu dus anak ini kemudian terpaksa
mendekam di penjara selama 21 hard, sebelum akhimya menjadi tahanan kota dan
kemudian dibebaskan, Kasus ini menjadi fenomenal sebab inilah pertama kalinya
seseorang dipenjara hanva karena menulis email.
Prita Mulyasan didalwa melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit
Omni International . Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-lndang Nomor
11 Tabun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana
penjara maksimum 6 tahun danfatan denda maksimal 1 milvar 1'urli'rih.2
Darl sudut pandang awam  tentang  kasus tersebut dapat  diambil
beberapa pola yang sudah terjadi, diantaranya:’
1. Nama baik identik dengan kekoasasn, kekavaan dan kesohoran. Karena
belum ada satupun kasus pencemaran nama baik techadap rakvat vang

diperlakukan tidak adil.

* Ibid, him 34
* www legalitas.org artikel hukum, saberfua tampubulon kasubid perlindungan kekayaan

intelekiual kanis 18 juni 2009
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

[rari uraian vang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kestmypulan

Z)

L

[ dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sasaran dari penghinaan
tersebut harus diarabkan kepada manusia perscorangan. bukan instans
pemerintah atau pengurus suatu peckurmpulan dan sebagainya, Delik
pencemaran nama baik ini bersifat sangat subjektif, artinya pentlaian
terhadap pencemaran nama baik sangat tergantung pada orang atau pthak
vang diserang namanya, karepa ity pencemaran nama baik lermasuk
delik adwan. M dalam  Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, pencemaran nama baik ditafsickan tidak hanva pada individuo
saja tetapl juga badan bukum yang berbadan hukum sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan pencemaran nama baik dilakukan di
media internet.

Penjelasan kategorisast oleh pembuat Undang-undang padz pencemaran
nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 pada Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik ini menerangkan bahwa krleria delik pencemaran
namsa baik sebagzimana dimaksud dalam pasal ini sangat tergantung
pacla apa vang terdspat dalam Kitab Undang-undang Hukum Midana.
Dengan kata lain apabila delik dalam Eitab Undang-undang Huboum

Pidana adalah delik biasa maka kategorisasi delik pada Pasal 27 ayat 3

il



Lil
s

ini adalah delik biasa, namun jika delik pencemaran nama baik dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik aduan maka Pasal ini
termasuk pada delik advan.

pengertian kebijakan penanggulangan kejabatan dengan hukum pidana.
Politik hukum pidana di Indonesia dalam konteks penghinaan jelas
makin represil. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat
dikatakan sangat menyukai dan menciptakan beragam delik baru tentang
penghinaan yang sesungguhnya telah eksis dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Meski sanpat tidak dissrankan dan represif. aturan
tindak penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jelas
masith - memadal  jika  hanya  dimanfaatkan mencegah  perbuatan

penghinaan di internet.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat digjukan dalam penulisan ilmigh ini, diantaranya

adalah :

I.

Dengan mencuatnya kasus Prita Mulyasan ini dan lebih-lebih dikaitkan
dengan ketentwan Pasal 27 ayal 3 Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elekironik, dapat dijadikan sebapai contoh nvata bahwa Pasal
pidana  pencemaran nama  baik. telah diterapkan penuh  dengan
kezewenang-wenangan {(arbitrary) oleh aparat hukun dan kepentingan

pthak yang lebih berkuasa. Bapaimanapun Undang-undang ini tetap

dibutubkan kehadirannyz dalam era teknologl vang melaju begitue pesal,

]
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